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KATA PENGANTAR

Salam Keadilan Untuk Semua.

Catatan Akhir Tahun (CATAHU) ini merupakan bentuk transparansi dan
akutabilitas LBH Palembang sebagai lembaga publik terutama bagi
masyarakat, jaringan dan pihak-pihak yang telah mendukung kerja
advokasi LBH Palembang.

Selain itu, catahu disusun berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi interal
LBH dalam memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat
dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh negara khususnya di
Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk Catahu 2020 ini kami mengambil tema “PERAMPASAN HAK RAKYAT
DI TENGAH PANDEMI”. Tema ini sesuai dengan advokasi yang dilakukan
LBH Palembang sepanjang tahun 2020 terhadap pelanggaran Hak Sipil
Politik (Sipol) dan hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) baik yang
dilakukan Aparatur Negara maupun oleh pemodal terhadap masyarakat,
terutama masyarakat miskin dan termarginalkan .

Dalam Catahu ini kami akan mempublikasikan beberapa catatan penting
sepanjang tahun 2020 dimana masa terjadinya pandemi Covid-19, seperti
rakapitulasi data penerimaan permohonan bantuan hukum, penegakan
hukum, HAM dan demokrasi khususnya di Sumatera Selatan. Selain
sebagai ruang evaluasi dan refleksi bagi internal LBH Palembang, Catahu
ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk evaluasi dan refleksi bersama
untuk penegakan hukum, HAM dan demokrasi ke depan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada PBH LBH
Palembang dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan
penulisan Catahu 2020 ini. Semoga ini dapat berguna bagi banyak pihak
untuk melakukan kerja-kerja advokasi kasus-kasus masyarakat miskin dan
termarginalkan.

Palembang, 31 Desember 2020
Direktur LBH Palembang

Taslim, SH.,MH.



TENTANG
LBH PALENMIBANG

dikenal dengan LBH Peradin, didirikan pada tanggal 18

September 1979 dengan Akta Pendirian/Badan Hukum
berdasarkan Akta Notaris Darbi, SH. Nomor 36 Tanggal 7 Maret 1980.
Kemudian pada tahun 1982, berdasarkan Surat Keputusan PERADIN
Palembang Nomor 27/Int/XII/82 tanggal 8 Desember 1982, diintegrasikan
ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan nama
Lembaga Bantuan Hukum Palembang (LBH Palembang).

l embaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang yang awalnya

Pendirian LBH Palembang ditatarbelakangi ketika kondisi banyak rakyat
miskin di Sumatera Selatan tidak dapat membela hak-hak mereka dibidang
hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seiring perjalanan waktu,
pola relasi antara LBH Palembang dengan rakyat mengalami beberapa
perkembangan, dari yang bersifat hubungan antara pengacara dengan klien
sampai kepada pola relasi yang dianngap ideal dimana mencerminkan nilai-
nilai demokratis. Relasi ini dimaknai dengan istilah pendampingan, yang
secara esensial adalah proses saling belajar dan saling memberikan input
antara Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) LBH Palembag dengan rakyat.
Keadilan hukum menjadi salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum
yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik,
keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk
keadilan struktural yang utuh saling melengkapi. Karena adanya
keterkaitan struktural tersebut, maka upaya penegakan keadilan hukum
dan penghapusan kendala-kendalanya harus dilakukan bersamaan dan
berjalan secara proposional dan kontekstual dengan penegakan keadilan di
bidang ekonomi. politik, sosial dan budaya.

Pemberian bantuan hukum bagi LBH Palembang bukanlah sekedar sikap
dan tindakan kedermawanan semata, akan tetapi lebih dari itu merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan warga
negara Indonesia dari setiap bentuk-bentuk penindasan yang meniadakan
rasa dan wujud keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan.
Selain itu, kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan
suatu pemberian bantuan hukum dengan tidak membeda-bedakan agama,
kepercayaan, keturunan, sukubangsa, keyakinan politik maupun latar-
belakang lainnya (prinsip imparsialitas).



VISI

1.

2.

3.

Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas
tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan
secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system);

Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu
menyediakan tata-cara (prosudur-prosudur) dan lembaga-lembaga
melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan
hukum (A fair and transparent institutionalized legal-administrative
system);

Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka
akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang
berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa
keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM
(An open political-economic system with a culture that fully respects
human rights).

MISI

1.

Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara
hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjungjung tinggi HAM
kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa Kkecuali;
Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdaya-
kan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian
rupa sehingga mereka mampu untuk merumuskan, menyatakan,
memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan
mereka baik secara individual maupun secara kolektif;

Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen
pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan
hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;

Memelopori,mendorong, mendampingi dan mendukung program
pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan
hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi
Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).

Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung
dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan
jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.



STRUKTUR ORGANISASI

SUSUNAN KEPENGURUSAN LBH PALEMBANG
PERIODE 2020-2021

DIREKTUR
Taslim, SH.,MH.

( N\ [ )
WARIE DIREXTOR WAKIL DIREKTUR MANAGER KEUANGAN
BIDANG EKSTERNAL

: BIDANG INTERNAL — | Plt. Yusmarwati, SH.,MH.
Yusmarwati, SH.,MH. Tamsil, SH.

\. J \. J

KEPALA DIVISI
HAK SIPIL POLITIK
Ipan Widodo, SH.

HAK EKONOMI, SOSIAL KAMPANYE, PENELITIAN

DAN BUDAYA & PENGEMBANGAN SDM
Juardan Gultom, SH. Ressy Tri Mulyani, SH.
uardan Gultom ) L )

( N\ (
KEPALA DIVISI KEPALA DIVISI

\.

STAF DIVISI
STAF DIVISI STAF DIVISI
HAK SIPIL POLITIK HAK EKONOMI, SOSIAL KAMPANYE, PENELITIAN
; : DAN BUDAYA & PENGEMBANGAN SDM
Fribertson Parulian S, SH. ; g
Yolanda Pradinata, SH _ Apriansyah, SH. : » SH.
Sissy Christina A, SH Kharisma Yatini, SH
IDIAVARS] |
KESEKRETARIATAN KEUANGAN
DAN UMUM Setri Apriani, SE

Fikriansyah




DAFTAR ISI

BANTUAN HUKUM DI TENGAH PANDEMI ].
DATA PELAYANAN BANTUAN HUKUM 2020 3

TOLAK OMNIBUS LAW DAN PERAMPASAN
HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT & BEREKSPRESI 6

LEMAHNYA PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH ]_ 2

KRIMINALISASI SEBAGAI
PEMBUNGKAM PERJUANGAN RAKYAT ]_ 5

KONFLIK PERTANAHAN DAN KAPITALISME PERKEBUNAN ]_ 8

KEKERASAN SEKSUAL DAN TARIK ULUR RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL 2 ]_

DEMOKRASI DI ATAS PASIR 24
KADERISASI DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI 27

DATA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN HUKUM 2020 3 2

RINGKASAN EKSKUTIF

Meskipun angka penyebaran Covid-19 terus bertambah, namun LBH Palembang terus
berupaya untuk tetap konsisten memberikan layanan bantuan hukum kepada
masyarakat luas. Jumlah penerimaan permohonan bantuan hukum oleh LBH
Palembang pada masa pandemi Covid-19 tidak jauh bedah dengan tahun sebelumnya.

Tidak hanya Covid-19 yang menjadi perhatian rakyat pada tahun 2020, pengesahan
omnibus law yang terkesan terburu-buru dan dinilai syarat dengan kepentingan
kelompok, membangkitkan perlawanan ribuan rakyat Sumatera Selatan untuk
menolak pengesahan omnibus law UU Cipta Kerjatersebut. Namun perlawanan
tersebut terbungkam oleh kekuatan kekuasaan sehingga banyak rakyat terampas
kebebasannya untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. Selain itu, kebijakan
sepihak yang diambil pengusaha karena adanya Covid-19 membawa dampak buruk
dan sangat tidak adil bagi kaum buruh. Tidak hanya Covid-19 yang menjadi ancaman
dan korban bagi rakyat di tahun 2020, konflik lahan juga telah menjadikan rakyat
sebagai korban seperti korban jiwa, terpenjara, dan terancam kehilangan lahan kelola.




BANTUAN HUKUM
DI TENGAH PANDEMI

1. PENYEBARAN KASUS COVID-19 DI SUMATERA SELATAN

Adanya kasus penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di wilayah
Provinsi Sumatera Selatan, pertama kali diumumkan langsung Gubernur
Sumatera Selatan usai rapat terbatas bersama dengan Gugus Tugas Daerah
Pencegahan dan Penaggulangan Covid-19 Sumatera Selatan tanggal 23 Mei
2020.

Kasus positif Covid-19 di Sumatera Selatan terus mengalami penambahan
hingga sampai dengan 30 Desember 2020 kasus yang terkonfirmasi
sebanyak 11.734 orang, sembuh 9.517 orang dan meninggal 610 orang.
Dilihat dari jumlah konfirmasi kasus positif dan konfirmasi kasus baru dari
tanggal 1 Juni 2020 s/d 28 Desember 2020, angka kasus positif Covid-19 di
Sumatera Selatan terus mengalami penambahan setiap harinya. Angka
penambahan terendah (1 kasus) terjadi tanggal 17 Agustus 2020, sedangkan
angka tertinggi (129 kasus) terjadi tanggal 18 Desember 2020.

2. LAYANAN KONSULTASI ONLINE

Meskipun adanya pandemi Covid-19 serta angka kasus positif di Palembang
cukup tinggi, LBH Palembang berupaya untuk tetap konsisten untuk
memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat luas. Adanya
keharusan untuk membatasi pertemuan atau menjaga jarak (social
distancing) untuk menghentikan penularan Covid-19, menuntut LBH
Palembang untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut, termasuk dalam

memberikan layanan konsultasi hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Agar layanan konsultasi tetap dapat diberikan kepada masyarakat, LBH
Palembang membuka layanan konsultasi online dengan cara memberikan
informasi nomor kontak dan alamat email yang bisa dihubungi masyarakat
untuk berkonsultasi. Namun dalam pelaksanaannya, adanya perubahan
model layanan konsultasi dari ofline menjadi online memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap jumlah masyarakat yang berkonsultasi atau
menyampaikan permohonan bantuan hukum pada Kantor LBH Palembang.

Jumlah masyarakat yang menggunakan media online untuk berkonsultasi
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sangat sedikit, para pencari keadilan tetap datang lansung dan berupaya
agar mereka dapat berkonsultasi dan menyampaikan permohonan bantuan
hukum melalui tatap muka.

Sehubungan dengan itu maka diambil kebijakan lembaga untuk menerima
masyarakat yang datang secara ofline dengan mewajibkan untuk mengikuti
protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk

ke kantor dan pertemuan hanya bisa dilakukan paling banyak 4 orang.

Adanya pandemi Covid-19 serta angka positif virus corona di Sumstra
Selatan tergolong cukup tinggi, ternyata tidak menghalangi para pencari
keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dari LBH Palembang. Yang
menjadi catatan disini adalah jumlah masyarakat yang berkonsultasi dan
menyampaikan permohonan bantuan hukum pada tahun 2020 tidak jauh
beda dengan tahun 2019, bahkan jumlahnya lebih meningkat.

3. PERSIDANGAN ONLINE

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kejaksaan, Mahkamah Agung
dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selama masa pandemi Covid-19
pelaksanaan persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara online.
Kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan
peradilan yang berada di bawahnya. Selain itu Mahkamah Agung juga
menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara
Elektronik (PERMA 4/2020). Sejak itu beberapa pendampingan persidangan

perkara pidana dilaksanakan LBH Palembang secara online.

Pada masa pandemi Covid-19, tercatat paling tidak ada 6 perkara pidana
yang ditangani LBH Palembang yang penanganannya melalui sidang online.
Dari pengalaman mengikuti sidang online tersebut, dirasakan kurang
maksimalnya proses pemeriksaan perkara salah satunya karena adanya
gangguan sinyal. Netralitas pemeriksaan terdakwa juga dirasakan kurang
lantaran diperiksa dengan penjagaan dan tanpa didampingi langsung oleh

penasihat hukum.
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DATA PELAYANAN
BANTUAN HUKUM 2020

1. PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN
JENIS KASUS

Jumlah Pemohon 112

PERBURUHAN

SENGKETA LAHAN

MASYARAKAT PERKOTAAN
KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN
BERPENDAPAT DAN BERAKSPRESI
PEREMPUAN DAN ANAK

PRA PERADILAN

PIDANA UMUM 34

PERDATA

53

2. KATEGORI PELANGGARAN HAM

HAK SIPIL POLITIK
HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

HAK -HAK LAINNYA

3. PERBANDIGAN JUMLAH PEMOHON BANTUAN HUKUM
112

87 92

291

Jumlah pemohon bantuan hukum
pada Kantor LBH Palembang dalam kurum
waktu 3 tahun terakhir

]
2020 2019 2018
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4. PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN JENIS KELAMIN

o

63 (56%)
O

m

49 (44%)

5. PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PEKERJAAN

[
j\/ BURUH/PEKERJA INFORMAL
PEKERJA INFORMAL
'f PETANI
\\/ MENGURUS RUMAH TANGGA

PELAJAR
TIDAK TERCATAT

6. PEMOHON BANTUAN HUKUM BERDASARKAN TINGKATAN USIA

LANSIA;
12

ANAK; 2

ANAK (DIBAWAH 17 TAHUN)
DEWASA (17 - 50 TAHUN)

LANJUT USIA (DIATAS 50 TAHUN)

DEWASA;
102
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7. PENCARI KEADILAN DAN PENERIMA MANFAAT BERDASARKAN

LOKASI TEMPAT TINGGAL

O
OGAN ILIR

T ———

o [wsieawussn | s |

5 [wsimawas [ 1|
o [wsimawasvmRa [ & |
T B SR
B B SR
o [ewmwewc [ 1|

— I

8. PENANGANAN PERKARA

ADVIS
MEDIASI
NEGOSIASI
KEPOLISIAN
PENGADILAN

DENPOM

9. KORESPONDENSI

KOMNAS HAM _ 2
KOMNAS PEREMPUAN - 1
OMBUDSMEN PERWAKILAN SUMSEL - 1
DJKN MENTERI KEUANGAN - 1

MENTERI KESEHATAN 1

68
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TOLAK OVMINIBUS LAW

DAN PERAVMPASAN HAK
KEBEBASAN BERPENDAPAT
& BEREKSPRESI

1. OMNIBUS LAW DAN PASAL-PASAL KONTROVERSI

Secara harfiah kata omnibus berasal dari bahasa Latin (omnis) yang berarti
banyak. Dari segi hukum kata omnibus lazimnya disandingkan kata law
atau bill yang berati suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil
konfilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda.
Kalau dilihat dari berbagai negara di dunia, omnibus law telah banyak
digunakan terutama negara yang menggunakan tradisi common law system,
termasuk Indonesia yang mewarisi sistem tersebut. Beberapa negara yang
telah menerapkan omnibus law seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris,

dan sampai ke negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina.

Di Indonesia, istilah omnibus law disampaikan Joko Widodo setelah dilantik
sebagai Presiden RI ( 20 Oktober 2019). Kemudian pada bulan Januari 2020
ada dua omnibus law yang diajukan pemerintah yaitu Cipta Kerja dan
Perpajakan. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan
dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu: Penyederhanaan perizinan
tanah, Persyaratan investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan dan
perlindungan UMKM. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna ke 7 masa persidangan I
2020-2021 mengetok palu tanda disahkannya Ominibus Law UU Cipta
Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut bersamaan dengan
penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan
yaitu tanggal 8 Oktober 2020.

Beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja tercatat bermasalah dan kontroversial
yaitu dalam BAB IV tentang Ketenagakerjaan, diantaranya adalah :

a. Pasal 59 mengenai kontrak kerja tanpa batas. UU Cipta Kerja
menghapus mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu
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(PKWT). Ketentuan ini berpotensi memberikan kekuasaan dan
keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja
kontrak tanpa batas.

b. Pasal 79 mengenai pemangkasan hari libur. Dalam pasal ini pengusaha
hanya diwajibkan untuk memberikan waktu istirahat mingguan satu
hari kepada buruh yang bekerja dengan sistem enam hari kerja dalam
satu minggu. Pasal ini juga menghapus ketentuan kewajiban
perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang
telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap
kelipatan masa kerja enam tahun.

c. Pasal 88 mengenai penggantian sistem pengupahan. Beberapa kebijakan
terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja, antara lain
upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk
pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

d. Pasal 91 mengenai penghapusan sanksi terhadap tindakan tidak
membayar upah. UU Cipta Kerja menghapus ketentuan pengupahan
yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh
atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari
ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan mengenai
kesepakatan pengupahan yang lebih rendah lebih rendah atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan
tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah

pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pasal 169 mengenai hak pekerja untuk mengajukan permohonan PHK.
UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/ buruh mengajukan
permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika perusahaan, di
antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam.
perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan
berturut-turut atau lebih dengan uang pesangon dua kali, uang
penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak
sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

Selain beberapa pasal-pasal diatas, dari kajian hukum yang dilakukan oleh
LBH Palembang terhadap RUU Cipta Kerja, juga terdapat pasal-pasal

kontroversi lainnya diantaranya adalah :
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a. Pasal 44 mengenai perubahan Pasal 44 UU ayat (2) UU No. 41 Tahun
2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
sehingga ketentuan tersebut dapat digunakan untuk mengalihfungsikan
lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi lahan untuk
kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional.

b. Pasal 107 mengenai perubahan Pasal 107 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2001
tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. ketentuan tersebut
mengatur bahwa dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara
sebagaimana terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan
setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku
pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan
masyarakat berdasarkan kesepakatan.

Catatan penting dalam perubahan-perubahan beberapa pasal dalam
undang-undang sebagaimana dimaksud diatas, sangat berpotensi
terjadinya perampasan tanah atau lahan kelola masyarakat dengan
alasan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur demi untuk
kepentingan umum. Pelaku usaha dapat melakukan upaya-upaya untuk
mendapatkan tanah dengan menggunakan pasal-pasal dalam UU Cipta
Kerja.

c. Pasal 8 mengenai perubahan Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, yang mana disebutkan jika objek pengadaan tanah masuk dalam
kawasan hutan, maka status tanahnya berubah menjadi kawasan yang
sesuai dengan peruntukannya pada saat penetapan lokasi Berdasarkan
ketentuan tersebut, maka penetapan lokasi pembangunan infrastruktur
baik oleh instansi pemerintah maupun oleh swasta, dapat dilakukan
pemerintah pada kawasan hutan. Dengan kata lain UU Cipta Kerja
memberikan akses untuk penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan pembangunan infrastruktur yang tentunya berpotensi

terjadinya pegurangan luasan dan pengrusakan kawasan hutan.

d. Pasal 1 mengenai penghapusan Pasal 1 angka 23, 24. 29 dan 30 UU No.
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diatur mengenai Kawasan
Pedesaan, Kawasan Agropolitan, Kawasan Strategis Provinsi dan
Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. UU Cipta Kerja menghapus
ketentuan tersebut, sehingga kawasan pedesaan dan kawasan
agropilitan yang menjadi pusat kegiatan pertanian bagi masyarakat di
pedesaan menjadi tidak ada lagi. Jika kawasan tersebut dijadikan
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sebagai tanah objek pembangunan maka yang terjadi lahan pertanian
akan semakin menyempit dan berpotensi menimbulkan kemiskinan bagi
petani di pedesaan.

Kemudian “Izin Pemanfaatan Ruang” (yang ada dalam pasal 32) diganti
dengan “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” yaitu kesesuaian antara
rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang. Artinya,
ketika kawasan-kawasan tersebut dihapuskan, maka pengaturan dan
pemanfaatan ruang untuk keperluan investasi akan lebih mudah.

Beberapa perubahan pasal atau pengaturan dalam UU Cipta Kerja diatas
menjadi salah satu catatan buruk bagi LBH Palembang. Kebijakan tersebut
telah mengabaikan hak-hak rakyat.

2. PENGESAHAN OMNIBUS LAW DAN PERAMPASAN HAK RAKYAT.

Meskipun banyak penolakan akhirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja tetap
disahkan DPR RI tanggal 5 Oktober 2020. Pengesahan UU Cipta Kerja
tersebut dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 dan terkesan sangat
dipaksakan.

Jutaan rakyat di seluruh penjuruh NKRI turun ke jalan menyuarakan
penolakan UU Cipta Kerja yang dianggap cacat prosedural dan penuh
dengan syarat kepentingan kelompok (oligarkhi) Demikian juga di Kota
Palembang, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota
Palembang bersama dengan serikat buruh dan elemen masyarakat lainnya
turun kejalan untuk menyampaikan pendapat atas disahkannya UU Cipta
Kerja. Namun dibalik teriakan-teriakan penolakan UU Cipta Kerja tersebut,
terkonfirmasi sebanyak 183 orang diamankan oleh aparat kepolisian dan
diangkut ke Mapolresta Palembang. Tanpa ada penjelasan, mereka diangkut
dan diamankan sebelum aksi tolak UU Cipta Kerja digelar. Tidak hanya 183
orang, setelah aksi tolak UU Cipta Kerja berakhir, terkonfirmasi jumlah
seluruh yang diamankan aparat kepolisian sebanyak 499 orang, dan dari
sekian banyak yang diamankan tersebut hanya beberapa orang ditahan
untuk dilanjutkan ke proses hukum karena dituduh melakukan tindakan
pengrusakan.

Aksi tolak UU Cipta Kerja yang dilaksanakan di Kota Palembang,
memberikan catatan penting. Jumlah masa aksi yang diamankan kali ini
adalah jumlah yang terbanyak sepanjang terjadinya pengamanan aksi masa
oleh aparat kepolisian khususnya di Sumatera Selatan. Artinya. ini adalah
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jumlah korban terbesar untuk satu kasus pelanggaran hak menyampaikan
pendapat dimuka umum dan berekspresi.

Yang terpenting lagi adalah pola pengamanan yang digunakan negara
dengan cara melakukan pengamanan serta penangkapan sebanyak-
banyaknya sebelum aksi digelar atau terhadap orang-orang yang berniat
untuk melakukan aksi, merupakan bentuk strategi penagamanan yang
digunakan untuk kepentingan pengesahan UU Cipta Kerja.

Jaminan hak bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi telah
diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia yang menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas untuk mempunyai,
mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya,
secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik
dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban,
kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. Ketentuan tersebut dipertegas
pada Pasal 25 yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk
menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jaminan hak
warga negara tersebut telah diabaikan oleh negara dalam hal ini pihak
kepolisian dalam pengamanan aksi tolak UU Cipta Kerja.

ERPIHA M PADA me .
STOR DAN OLIGARKI |
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3. PENANGANAN KASUS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN
BEREKSPRESI

Dengan adanya rencana aksi penolakan Pengesahan UU Cipta Kerja yang
akan melibatkan banyak masa dan tentunya akan mendapat penjagaan dan
pengamanan yang ketat dari aparat kepolisian. Untuk mengantisipasi
terjadinya penangkapan atau tindakan kekerasan terhadap masa aksi,
maka diambil inisiatif bersama dengan WALHI Sumsel dan beberapa

jaringan advokat untuk membentuk posko pengaduan bagi peserta aksi.

Sesuai dengan yang diharapkan, posko pengaduan yang dibentuk menjadi
salah satu tempat konsultasi dan pengaduan bagi peserta aksi yang
rekannya mengalami tindakan kekerasan dan penangkapan aparat
kepolisian. Salah satu bentuk penanganan pengaduan, pada tanggal 10
Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 WIB 3 PBH LBH Palembang bersama
dengan Tim Advokasi Posko Pengaduan Kekerasan Aparatur Negara berhasil
menjemput 7 orang yang diamankan dan ditahan aparat kepolisian dari
Polrestabes Palembang. Proses penjemputan dimulai pada pukul 15.30 WIB
hingga larut malam. Dengan penuh kesabaran dan terus melakukan
koordinasi dengan pihak Polresta Palembang, akhirnya 7 orrang peserta
aksi yang ditahan dibebaskan setelah menandatangani pernyataan.

Karena banyaknya peserta aksi yang diamankan oleh aparat kepolisian
sebelum mengikuti aksi Tolak UU Cipta Kerja, PBH LBH Palembang bersama
dengan Tim yang tergabung dalam Posko Pengaduan Kekerasan Aparatur

Negara disibukan dengan upaya-upaya pembebasan tahanan.
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PHK DIMASA PANDEMI COVID-19

LEMAHNYA PERLINDUNGAN
TERHADAP BURUH

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat sulit bagi masyarakat terutama
masyarakat kelas menengah kebawah karena munculnya virus baru yang
bernama corona virus disiase-19 (Covid-19). Penyebaran Covid-19 sejak
bulan Maret 2020 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi setiap
bidang kehidupan di Indonesia

Melemahnya kondisi perekonomian akibat dari tekanan Covid-19, banyak
pengusaha mengambil pilihan kebijakan melakukan pemutusan hubungan
kerja (PHK) demi untuk menyelamatkan modal perusahaannya. Kebijakan
PHK menjadi salah satu strategi perusahaan untuk mempertahankan
eksistensinya menghadapi pandemi covid-19. Namun dibalik keputusan
sepihak yang terbaik menurut perusahaan ini, tentunya sangat tidak adil
dan merugikan bagi buruh yang terkena PHK tersebut. Selain kehilangan
sumber penghidupan, ribuan buruh juga kehilangan hak-haknya atas
pesangon dan hak-hak lainnya karena tidak diberikan perusahaan atas PHK
yang telah dilakukan. Kehilangan pekerjaan dimasa-masa sulit karena
dampak pandemi Covid-19 menyebabkan berkurangnya kemampuan daya
beli dan kehidupan banyak orang menjadi semakin terpuruk dan tentunya

akan menaikan angka kemiskinan.

Pada tahun 2020, ribuan buruh di Sumatera Selatan terkena dampak
akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan bulan Mei 2020
sebanyak 612 buruh di Sumatera Selatan terkena PHK dan 7.020 buruh
dirumahkan dengan tidak menerima upah selama masa pandemi tersebut.
Sementara itu, sebayak 19 Hotel di Sumatera Selatan pada bulan Maret
sampai April 2020 melakukan penutupan dan melakukan PHK atau
melakukan cuti/cuti tidak dibayar!.

1 Sumber data : Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Update per 5 April 2020.
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Pada umumnya beberapa perusahaan yang melakukan PHK di masa
pandemi Covid-19 ini seringkali menggunakan alasan force majeure atau
keadaan memaksa. Kejelasan force majeur yang dimaksud apakah masuk
bencana alam atau tudak, tentunya perlu untuk diperhatikan. Dalam hal ini
maka perlu adanya upaya lain yang dapat dilakukan perusahaan seperti
membatasi waktu kerja/lembur, dirumahkan tanpa adanya PHK. Terkait
PHK oleh perusahaan di masa pandemi Covid-19, maka perlu adanya
perlindungan hukum bagi para pekerja dan perlu adanya kebijakan khusus
pemerintah untuk menentukan apakah Covid-19 ini termasuk ke dalam
force majeure bencana alam atau tidak.

Merujuk pada Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha dapat
melakukan PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan keadaan
memaksa atau force majeur dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas
uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan. Dengan mengacu ketentuan UU
Ketenagakerjaan tersebut, maka PHK dengan alasan force majeur tanpa
memberikan hak-hak buruh merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.

Dalam hukum ketenagakerjaan, perusahaan dan para pekerja memiliki hak
dan kewajiban yang harus diberikan dan dilindungi. Suatu perusahaan
memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin kesehatan,
keselamatan, upah dan perlakuan yang adil terhadap para pekerja. Dengan
pernyataan tersebut sudah menjadi konsekuensi logis bahwa suatu
perusahaan harus melindungi dan menjamin kebutuhan para pekerja
/buruh sesuai dengan amanah konstitusi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945
menyatakan “tiap-tiap warga mnegara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak” dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia yang

digaung-gaungkan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam kondisi sulit seperti adanya pandemi Covid-19 ini, sudah seharusnya
pemerintah memberikan perlindungan terhadap kaum buruh, bukan
sebagai pihak yang harus dikorbankan untuk kepentingan penyelamatan
modal perusahaan. Namun sangat disayangkan, kebijakan PHK yang
diambil perusahaan karena adanya pandemi Covid-19 dan berdampak
buruk bagi buruh, pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tidak lebih hanya mampu
memberikan himbauan agar perusahaan yang melakukan PHK untuk
memberikan hak-hak buruh yang di PHK tersebut sebagaimana yang diatur
Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Ini menggambarkan seakan-akan

perusahaan dapat mengabaikan hak-hak pekerja yang di PHK karena
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alasan Covid-19. Sementara pengawasan atau pemeriksaan lapangan tidak
dilakukan wuntuk melihat kebenaran apakah dampak Covid-19 yang
dimaksud benar-benar telah membuat perusahaan tidak mampu membayar
hak-hak buruh yang terkena PHK atau upah bagi buruh yang dirumahkan.
Karena selain PHK banyak perusahaan yang merumahkan buruhnya degan
mengurangi atau tanpa membayar upah.

LBH Palembang memandang bahwa PHK yang dilakukan perusahaan
dengan alasan pandemi Covid-19 tidak dapat digunakan begitu saja oleh
pengusaha untuk melanggar hak-hak buruh. Sesuai dengan ketentuan UU
Ketenagakerjaan, PHK merupakan pilihan terakhir dalam perselisihan
hubungan kerja dan para pihak semampu mungkin harus menghindari PHK
tersebut. Apabila tidak dapat dihindari, PHK hanya dapat dilakukan oleh
pengusaha setelah mendapatkan penetapan dari lembaga perselisihan
hubungan industrial. Kemudian PHK yang dilakukan karena adanya kondisi
yang tidak bisa dihindari atau force majeur maka sesuai dengan UU
Ketenagakerjaan pengusaha tetap diwajibkan untuk membayar hak-hak
pekerja seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja dan wuang
penggantian hak sebagaimana Pasal 156 UU Ketenagakerjaan.

Pengaduan kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang diterima
LBH Palembang Tahun 2020

PHK Buruh PT. Julang Oca
Permana

JUMLAH
PENCARI WILAYAH
KEADILAN

Musi Rawas Utara

PHK Buruh PT. PP. London .
Musi Rawas Utara
Sumatra Tbk

PHK AA Palembang
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Catatan Dari Tanah Labi-Labi

KRIMINALISASI
SEBAGAI PEMBUNGKANMAN
PERJUANGAN RAKYAT

u‘ar 3 F

Tanah Labi-Labi dahulunya adalaﬁ sebidang tanah yang banyak ditumbuhi

pohon-pohon besar secara tidak beraturan dan tidak terdapat pengelolaan
(kondisi terlantar). Sebelum terjadi pemekaran wilayah lokasi lahan tersebut
secara administratif berada pada wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian pada tahun 2002 kembali terjadi
pemekaran wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Tanah Labi-Labi masuk
dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.

Tahun 2003, masyarakat mulai berdatangan (30 KK) dengan mendirikan
pondok-pondok dan secara sedikit-sedikit menggarap lahan di Tanah Labi-
Labi dengan berkebun ubi, menanam sayur-sayuran, karet, nagka dan
tanaman kebun lainnya. Pada tahun 2005 kembali terjadi pemekaran
wilayah sehingga Tanah Labi-Labi masuk dalam wilayah pemerintahan Kota
Palembang, tepatnya di Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-
Alang Lebar. Dengan pemekaran wilayah tersebut, terbentuklan Rt yang
pertama yaitu RT 34A (sekarang RT. 89) yang diketuai oleh Hermanto Satar.
Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2019 warga yang berkebun
di Tanah Labi-Labi berjumlah +527 KK.

2. PENGGUSURAN LAHAN PERKEBUNAN MASYARAKAT

Pada bulan Desember 2019, Tanah Labi-Labi yang sudah menjadi
perkebunan masyarakat, diakui sebagai tanah milik PT. Timur Jaya Group.
Pengakuan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum perusahaan dan
kepada warga memiliki lahan di Tanah Labi-Labi ditawarkan ganti rugi.
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Sebelum tercapai kesepakatan maupun ganti rugi, dan tanpa diduga oleh
warga, pada tanggal 3 Januari 2020 pihak perusahaan mendatangi lokasi
perkebunan warga dengan disertai alat berat, dan tanpa kompromi
langsung melakukan penggusuran lahan perkebunan warga. Karena ada
upaya perlawanan warga dengan menyetop alat berat yang digunakan,
sehingga hanya sebagian lahan perkebunan warga yang tergusur.

Meskipun telah dilakukan perundingan yang juga melibatkan pihak BPN
Kota Palembang, aparat kepolisian, Camat dan Lurah, namun pada tanggal
12 Februari 2020 pihak PT. Timur Jaya Group kembali melakukan
penggusuran lahan perkebunan warga Tanah Labi-Labi. Penggusuran
tersebut dibawah pengamanan *700 personil kepolisian dan beberapa
aparat TNI. Satu orang warga yang mencoba melawan ditangkap dan
dibawah ke kantor polisi. Lahan perkebunan seluas +32 Ha milik 527 KK
akhirnya rata dengan tanah.

4. KRIMINALISASI

Dari peristiwa penggusuran lahan warga di tanah Labi-Labi, 5 orang warga
ditangkap dengan tuduhan membawa senjata tajam berupa parang dan
golok. Pada hal senjata tajam tersebut dipergunakan oleh warga sebagai
peralatan untuk berkebun, dan 5 orang warga yang ditangkap tersebut baru
pulang dari kebun yang lahannya disekitar lahan yag digusur oleh PT.
Timur Jaya Group. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) UU No.
12 Tahun 1951, senjata penikan penusuk atau senjata penusuk (senjata
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tajam) tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan
untuk pertanian.

Selain 5 warga yang ditangkap dan ditahan di Polrestabes Palembang,
sebanyak 9 warga lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dengan
tuduhan melakukan tindak pidana pengrusakan (Pasal 170 KUHP), pada
hal pada senyatanya mereka tidak melakukan perbuatan tersebut. Atas
penetapan sebagai tersangka tersebut, mereka memilih untuk melarikan
diri dan mundur dari perjuangan.

Kemudian dari 5 orang yang menjadi korban kriminalisasi, 4 orang
diantaranya di dampingi LBH Palembang. Melalui proses persidangan di
Pengadilan Negeri Palembang, mereka diputus dengan hukuman penjara.
Mereka adalah korban suatu proses yang semula dianggap sebagai peristiwa
tindak pidana, yang kemudian digolongkan sebagai tindak pidana oleh
peradilan. Hakim tidak mempertimbangkan secara mendalam mengenai
perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, syarat apa yang seharusnya
dipenuhi untuk mempersalahkan seseorang yang melakukan perbuatan
tersebut. Seharusnya, dalam menetapkan apakah suatu perbuatan sebagai
tindak kriminal, perlu memperhatikan apakah perbuatan itu sudah biasa
dilakukan, atau perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian, atau
mendatangkan korban.

Dari beberapa kasus, kriminalisasi sering digunakan pihak perusahaan
dalam konflik lahan dengan masyarakat. Selain pengalihan isu,
kriminalisasi digunakan untuk meredam perjuangan rakyat untuk
mempertahankan maupun menuntut pengembalian lahan yang dirampas.
Tentunya tindakan kriminalisasi tidak akan terjadi apabila tidak
mendapatkan dukungan dari pihak kepolisian. Pasal yang disangkakan
biasanya pasal pengrusakan, pencurian dan penghasutan.

Data 5 orang warga yang berkebun di Tanah Labi-Labi yang di kriminalisasi

Tanggal
Nama (Alias) Jenis Kelamin Umur Penangkapan

Laki-laki 44 tahun 15 Februari 2020
Laki-laki 61 tahun 15 Februari 2020
Laki-laki 40 tahun 15 Februari 2020
Laki-laki 48 tahun 15 Februari 2020
L aki-laki 33 tahun 15 Februari 2020
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KONFLIK PERTANAHAN
DAN KAPITALI hE
PERKEBUNAN

Tidak hanya Covid-19 yang mengakibatkan korban jiwa dan meresahkan
masyarakat, konflik agraria (pertanahan) juga telah membawa korban jiwa
dan keresahan bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Dari kasus pertanahan
yang di advokasi LBH Palembang tahun 2020, ada 2 petani dari Desa Pagar
Batu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan terbunuh karena
mempertahankan tanah yang dirampas perusahaan perkebunan sawit.
Kemudian 7 pekebun di Tanah Labi-Labi Palembang ditahan oleh pihak
kepolisian karena dituduh membawa senjata tajam pada saat terjadi
penggusuran lahan masyarakat, pada hal senjata tajam tersebut mereka
bawa ketika pulang dari kebun.

Korban-korban tersebut adalah contoh kecil dari korban akibat konflik
pertanahan. Ribuan petani di desa terampas hak-haknya, karena tanah yang
menjadi alat produksi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga telah
tersulap menjadi perkebunan sawit yang dimiliki para pemodal.

1. KAPITALISME INDUSTRI PERKEBUNAN

Persoalan tanah adalah hal yang laten seiring dengan belum adanya
perubahan perilaku negara dalam memandang arti penting tanah bagi
rakyat khususnya petani dibanding dengan orientasi mengagungkan
investor yang diasumsikan pemerintah akan mensejahterakan rakyat.
Perhatian yang tinggi dari pemerintah terhadap industri perkebunan besar
telah merampas daya kemampuan petani di Sumsel untuk tetap bertahan
hidup dan lepas dari kemiskinan.

Kasus pertanahan berdimensi struktural masih didominasi sengketa lahan
antara masyarakat dengan investor perkebunan besar yang pada umumnya
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dibackup aparat keamanan. Hasil investigasi dan laporan masyarakat ke
LBH Palembang menunjukkan bahwa aparat keamanan baik atas
permintaan perusahaan maupun yang bertindak sebagai polisi swasta bagi
kepentingan perusahaan, ternyata terus melakukan intimidasi terhadap
petani. Kasus-kasus reclaiming lahan oleh masyarakat disikapi secara
represif dan dalam beberapa kasus telah menimbulkan korban dari
kalangan rakyat seperti terjadi di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan. Dua orang warga Desa Pagar Batu Kecamatan Pulau Pinang
Kabupaten Lahat meregang nyawa akibat ditikam pihak keamanan PT. Arta
Prigel. Akar masalah dari peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tanggal
21 Maret 2020 tersebut adalah konflik lahan yang berkepanjangan.

Dalam peristiwa konflik pertanahan di Sumatera Selatan terekam wajah
kapitalistik yang mengindikasikan terjadinya pemisahan kelas sosial antara
petani dengan mereka yang memiliki modal dan alat produksi. Banyak
kaum petani tidak lagi memiliki ikatan dengan tanah termasuk hasil yang
diproduksi. Petani diasingkan dari proses ekonomi produktif dan hanya
menerima upah murah dari hasil menjadi buruh tani. Proses pemiskinan itu
terpaksa harus diterima karena mereka berada dalam tekanan ekonomi
kebutuhan hidup dan persaingan perebutan kesempatan kerja dengan

petani miskin lainnya.

Berkembangnya kapitalisme industri perkebunan di Sumatera Selatan
terjadi melalui jalur negara dengan mengandalkan pengadaan tanah oleh
pemerintah. Dari era Orde baru dan terus berlaku hingga kini, tidak
terhitung lagi privatisasi dan pemberian konsesi untuk produksi
perkebunan, komoditi kehutanan, pertambakan skala besar, pertambangan,
dan lain-lain. Kuasa legal dan ekstra legal dari negara dalam privatisasi dan
pemberian konsesi tersebut telah mengubah sistem produksi pra kapitalis

masyarakat adat dan tradisi di Sumatera Selatan.
2. PEREBUTAN RUANG DI PEDESAAN

Dari hasil analisis dan studi kasus pertanahan di Sumatera Selatan,
terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadi konflik pertanahan
di wilayah Sumatera Selatan, diantaranya adalah akibat dari semakin
menyempitnya lahan yang tersedia untuk dapat dikelola. Negara dalam hal
ini Pemerintah Daerah cenderung mementingkan investor atau perusahaan
perkebunan baik perkebunan sawit maupun Tanaman Industri dalam
kebijakan pengelolaan lahan. Hal ini terbukti, sebagian besar lahan yang
disengketakan antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan,
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sebelumnya adalah lahan yang telah dikelola oleh masyarakat petani untuk
memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kelemahan masyarakat untuk
menunjukan legalitas kepemilikan yang sah menurut aturan hukum formal,
dimanfaatkan oleh perusahaan ataupun pemerintah untuk menggiring
proses penyelesaian sengketa ke rana peradilan. Sehingga masyarakat
diposisikan pada pihak yang lemah dan selalu dikalahkan.

Factor lain yang menjadi penyebab terjadi konflik pertanahan ini juga
dikarenakan tidak adanya kejelasan batas wilayah izin pengelolaan bagi
perusahaan yang diberikan pemerintah, sehingga tidak jarang lahan
pertanian masyarakat diklaim masuk dalam wilayah konsesi perusahaan.
Selain itu, batas wilayah desa juga menjadi pemicu terjadinya sengketa.
Ketidakjelasan batas wilayah ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk
merebut atau mengakui sebagai pemilik lahan dengan alasan lahan tersebut
masuk dalam wilayah desa mereka. Seperti yang dialami oleh 64 KK warga
Desa Negeri Sakti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatera Selatan, seluas £100 Ha lahan pertanian mereka diklaim
masuk wilayah desa sebelahnya. Padahal dari sejarahnya lahan pertanian
tersebut didapatkan warga Desa Negeri Sakti dengan cara menebas semak
belukar yang belum ada pengelolaan sebelumnya. Perebutan ruang seperti
ini dapat menimbulkan konflik horizontal pada tingkat masyarakat yang
bersengketa. Tentunya ini tidak hanya menjadi catatan penting, akan tetapi

harus menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah.

Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik-konflik pertanahan
selama ini lebih sering dilakukan melalui proses mediasi. Namun
mekanisme tersebut belum memadai karena tidak didukung oleh perangkat
hukum yang kuat. Sehingga apabila dalam proses mediasi tidak tercapai
kesepakatan, maka penyelesaian konflik pertanahan diarahkan ke jalur

litigasi.

Dimasa yang akan datang, alternatif yang harus diambil oleh pemerintah
daerah dalam penyelesaian konflik pertanahan dan perencanaan kebijakan

dalam pembangunan perkebunan, antara lain :

e Mengupayakan penyelesaian konflik pertanahan dengan memperioritas-
kan akses petani terhadap pengelolaan tanah tetap terbuka.

e Mengarahkan agar perusahaan perkebunan pada akhirnya hanya
berfungsi sebagai pengusaha komoditas hasil perkebunan, tanpa harus
menguasai tanahnya.
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KEKERASAN SEKSUAL

DAN TARIK ULUR

RANCANGAN UNDANG UNDANG
PEGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Dalam Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual
(RUU PKS), kekerasan seksual
diartikan sebagai perbuatan yang
merendahkan, menghina,
menyerang dan/atau perbuatan
lainnya terhadap tubuh, hasrat
seksual seseorangan atau fungsi
reproduksi, secara paksa,
bertentangan dengan kehendak
seseorang, yang menyebabkan
seseorang itu tidak mampu
memberikan persetujuan dalam
keadaan bebas, karena
ketimpangan relasi kuasa
dan/atau relasi gender, yang
berakibat atau dapat berakibat
penderitaan atau kesengsaraan
secara fisik, psikis, seksual,
kerugian segara ekonomi, sosial,
budaya ddan/atau politik.

1. BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang
di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness

mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas?.

2 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
1997, hlm. 517
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Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang berupa ucapan
ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta
membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki
oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan
seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya
persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum
mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak3.

Beberapa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang disebutkan dalam RUU
PKS diantaranya adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan
kotrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan,
pemaksaan pelacuran, perbudakan sosial, dan penyiksaan seksual.
Umumnya kekerasan seksual tersebut terjadi pada kaum perempuan,
walaupun laki-laki dapat juga menjadi korban pelecehan seksual.
Kekerasan seksual dapat terjadi pada perempuan dari berbagai golongan
usia dan kelas sosial, begitu juga pelakunya. Namun kekerasan seksual
bukanlah merupakan masalah individu semata, tetapi merupakan masalah
kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik
dalam suatu masyarakat.

Dari data yang telah dihimpun oleh LBH Palembang, kasus-kasus kekrasan
seksual banyak terjadi di Indonesia, Komlsi Nasional Perempuan merilis
sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi
sepanjang tahun 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6% dari tahun
sebelumnya yaitu 406.178 kasus. Untuk tahun 2020 ini LBH Palembang
menerima pengaduan kasus kekerasan seksual sebanyak 4 kasus. Bentuk
kekerasan seksual yang dialami korban berupa pemerkosaan sebanyak 2
kasus, pelecehan seksual sebanyak 2 kasus dan 1 korban dari 4 kasus

tersebut adalah anak-anak.

Pengaduan yang diterima LBH Palembang hanya sebagian kecil dari kasus-
kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Sepanjang tahun 2020, Women Crisis Centre (WCC) Palembang telah
melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak
113 kasus, sebanyak 40,71% merupakan kasus kekerasan seksual berupa
pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan intimidasi/

serangan yang bernuansa seksual.

3 Siti Amira Hanifah, Skripsi: “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38
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Data Korban kekerasan seksual yang di advokasi LBH Palembang tahun 2020

NAMA USIA BENTUK LOKASI
(INISIAL) KEKERASAN
MSP Diatas 18 | Pemerkosaan, Kab. Musi Rawas
tahun itimidasi seksual Prov Sumsel

Anak Pelecehan seksual Palembang

JN Diatas 18 | Pemerkosaan Palembang
tahun

4. | WL Diatas 18 | Pelecehan seksual Palembang
tahun

2. URGENSI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL.

Meskipun angka kasus kekerasan seksual di Indonesia jumlahnya tinggi
dan terus bertambah setiap tahunya, namun Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sudah masuk dalam
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2016 sampai dengan
September 2020 RUU tersebut belum juga disahkan oleh DPR. Bahkan pada
akhir Juni 2020, DPR mengumumkan bahwa RUU PKS dikeluarkan dari
Prolegnas. Karena adanya perbedaan paradigma pada tubuh para Anggota
DPR sehingga RUU PKS tidak menjadi perioritas pembahasan di DPR.
Bahkan dengan dikeluarkannya dari prolegnas, terkesan perlindungan
terhadap korban kekerasan seksual khususnya bagi kaum perempuan
dianggap belum mendesak dan belum begitu penting.

Sementara itu, selama ini substansi dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) belum cukup untuk memberikan perlindungan terhadap
korban kekerasan seksual. Data dan laporan YLBHI dan 18 LBH Kantor
selama mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual menunjukkan
sulitnya mencari keadilan bagi para korban. Berbagai hambatan dan
tantangan selalu menyertai upaya advokasi korban, baik dalam proses
hukum, pemulihan psikologis dan sosial, atau institusi-institusi agama dan
pendidikan yang masih cenderung melindungi pelaku dan tidak akomodatif
terhadap kebutuhan pemulihan korban. Oleh karena itu, tidak ada alasan
lagi untuk menunda pengesahan RUU PKS yang aturan hukumnya bersifat

khusus (lex specialis).
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CATATAN PILKADA DI SUMATERA SELATAN

DENMOKRASI DI ATAS PASIR

1. PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA SELATAN

Tanggal 9 Desember 2020 beberapa wilayah di NKRI melaksanakan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Demikian juga di wilayah
Provinsi Sumatera Selatan, sebanyak 7 kabupaten melaksanakan Pilkada
serentak tahun 2020.

Kabupaten Musi Rawas Utara

@ Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir

Kabupaten Ogan Ilir

Kabupaten Ogan Komering Ulu

Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan

Pelaksanaan Pilkada di 7 Kabupaten tersebut masing-masing memilih
Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
sebanyak 1,832,660. Dari 7 Calon Bupati yang mengikuti Pilkada 2020, 6
calon diantaranya adalah petahana. 1 calon yang melawan petahana
tersebut adalah putra Mantan Bupati yang sekarang menjabat Wakil
Gubernur Sumatera Selatan. Yang menarik disini adalah terdapat 2
Pasangan Calon yang melawan kotak kosong atau kolom kosong yaitu di
Kabupaten OKU dan OKU Selatan. Pertanyaannya, apakah kader pemimpin
sudah tidak ada atau karena modal tidak cukup untuk menjadi pemimpin
daerah?
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2. POLITIK UANG DAN KEBERPIHAKAN APATUR SIPIL NEGARA

Dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
menjadi landasan normatif bagi penerapan pilkada secara langsung yang
seharusnya membuat sistem pemerintahan di daerah semakin demokratis
karena rakyat dapat menentukan siapa calon yang paling disukainya. Atas
dasar undang-undang itu mulai tahun 2005, tepatnya pada bulan Juni
2005, pergantian kepala daerah di seluruh Indonesia telah dilakukan secara
langsung.

Salah satu pertimbangan peralihan mekanisme pilkada oleh DPRD menjadi
pilkada langsung adalah untuk memangkas politik uang (money politics),
logikanya calon tidak punya kemampuan untuk membeli suara rakyat yang
jumlahnya banyak.

Berbagai perlengkapan dipersiapkan, mulai dari aturan hukum,
penyelenggara, pengawasan, pengamanan sampai dengan perlengkapan
tekhnis pelaksanaan di lapangan. Namun proses demokrasi yang telah
dilengkappi dengan pendukung yang cukup tersebut tak ubahnya seperti
bangunan diatas pasir. Dari tahapan proses yang mempunyai dasar hukum
mungkin saja tidak ditemukan adanya pelanggaran, namun dalam
pelaksanaan dilapangan masih banyak didapat informasi menganai
pelanggaran seperti politik uang dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara
(ASN).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan, mengatakan?,
pihaknya menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran dalam proses
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pelanggaran itu berupa politik
uang jelang pencoblosan yang dilakukan tim dari kandidat pilkada.
Pelanggaran Pilkada tersebut terjadi hampir diseluruh kabupaten yang

menyelenggarakan Pilkada.

Temuan-temuan adanya pelanggaran politik uang dalam Pilkada ini
menggambarkan bahwa dalam proses demokrasi khususnya tahun 2020
telah dicederai dengan adanya transaksional jual beli suara. Meskipun
pelanggaran ini bukan hal yang baru bahkan sudah menjadi rahasia umum,
namun proses transional pada saat Pilkada sepertinya sangat sulit untuk
dihentikan.

4 IDN Times 13 Desember 2020.
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Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat
pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di
Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek
money politics tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran, dan
masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya
karena tidak merasa bahwa money politics secara normatif adalah perilaku
yang harus dijauhi

Dari fakta empiris, berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, politik uang
dalam pilkada bisa dibedakan menjadi empat lingkaran yaitu sebagai
berikut:

(1).Lingkaran satu, adalah transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang)
dengan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi pengambil
kebijakan/keputusan politik pascapilkada;

(2).Lingkaran dua, adalah transaksi antara pasangan calon kepala daerah
dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan;

(3).Lingkaran tiga, adalah transaksi antara pasangan calon dan tim
kampanye dengan petugas-petugas pilkada yang mempunyai wewenang

untuk menghitung perolehan suara; dan

(4).Lingkaran empat, adalah transaksi antara calon dan tim kampanye

dengan massa pemilih (pembelian suara).

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka sebagai rekomendasi, negara
harus lebih meningkatkan pegawasan dari berbagai sektor. Karena politik
uang juga mengandung unsur pidana serta unsur suap, maka peranan
kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi
penting untuk terlibat lebih banyak lagi dalam pengawasan seluruh proses
Pilkada. Dan tentunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku
menjadi wajib untuk dilakukan, agar politik uang tersebut tidak terjadi

terus menerus dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu.

Selain itu pendidikan demokrasi bagi rakyat menjadi penting untuk
dilakukan secara terus menerus dan harus dimulai pada usia sekolah
tingkat atas. Selama ini yang terlihat adalah hanya pendidikan bagi calon
pemilih yang dilaksanakan oleh KPU pada waktu menjelang hari
pelaksanaan pemungutan suara dan itupun hanya dilakukan untuk teknis
atau tata cara dalam pemungutan suara bukan pendidikan demokrasi yang
sesungguhnya.
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KADERISASI DAN
PENGEMBANGAN ORGANISASI

1. KALABAHU LBH PALEMBANG 2020

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) adalah pendidikan hukum dan
Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh LBH Palembang maupun
LBH Kantor yang berada dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI) yang bertujuan mencari kader-kader untuk
menjadi pengabdi bantuan hukum.

Secara umum KALABAHU ini bertujuan untuk :

1. Mengenalkan YLBHI-LBH Palembang lebih mendalam kepada
masyarakat, khususnya bagi Sarjana dan Mahasiswa;

2. Melahirkan Pengabdi Bantuan Hukum yang berintegritas, berkomitmen
terhadap masyarakat marjinal dan tertindas berbasiskan Hak Asasi

Manusia;

3. Melatih daya kritis dan memberikan pemahaman tentang materi-materi
dalam menjawab persoalan hukum, HAM, demokrasi dan sosial-

kemasyarakatan;

4. Memberikan pengetahuan praktis berupa strategi litigasi dan non-

litigasi guna mendukung kerja-kerja YLBHI-LBH Palembang;

Secara khusus KALABAHU bertujuan untuk mewujudkan akses keadilan
bagi masyarakat termiskinkan, rentan dan tidak berdaya, yang menjadi
korban pelanggaran hak melalui peningkatan kapasitas sumberdaya

bantuan hukum.

KALABAHU LBH Palembang 2020 dilaksanakan pada tanggal 16-19 Maret
2020 bertempat di Wisma Grand Kemala Palembang, Jl. Bambang Utoyo
Pakri No. 04 Palembang. Kalabahu diikuti sebanyak 16 orang peserta yang
berasal dari berbagai universitas di kota Palembang dan dari rekomendasi

jaringan yang telah lulus dalam proses seleksi peserta.
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Secara penuh Kalabahu LBH Palembang tahun 2020 dilaksanakan melalui
tatap muka. Meskipun di Indonesia sudah terkonfirmasi adanya penyebaran

Covid-19, namun pada waktu pelaksanaan Kalabahu belum terkonfirmasi
adanya kasus penyebaran Covid-19 di Palembang. Untuk itu Kalabahu
2020 ini tetap dilakukan melalui tatap muka dan peserta maupun pihak
yang terlibat diwajibkan untuk menggunakan protokol kesehatan.

Dari Kalabahu yang dilaksanakan, diharapkan dapat melahirkan kader-
kader pengabdi bantuan hukum yang mendukung kerja-kerja YLBHI LBH
Palembang dan memperkuat visi dan pengembangan bantuan hukum

struktural.

Dari 13 orang peserta yang mengikuti Kalabahu LBH Palembang tahun
2020, sebanyak 3 orang (2 laki-laki dan 1 perempuan) saat ini lagi
menjalani proses magang (tahapan proses rekrutmen) pada Kantor LBH

Palembang.

2. MENJARING KADER MELALUI MAHASISWA KULIAH KERJA
LAPANGAN

Kaderasi menjadi hal yang wajib untuk dilakukan oleh LBH Palembang.
Kaberhasilan kepengurusan salah satunya dapat dinilai dari keberhasilan
untuk menciptakan kader-kader untuk menjadi Pengabdi Bantuan Hukum
(PBH) khususnya pada Kantor LBH Palembang. Pengkaderan tidak hanya
dilakukan melalui karya latihan bantuan hukum (KALABAHU) atau melalui
proses pemagangan, akan tetapi pada momen tertentu bisa dilakukan
melalui mahsiswa yang melakukan kuliah kerja lapangan (KKL).
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Pada tahun 2020 terdapat 2 Fakultas Hukum Universitas di Kota
Palembang yang melakukan KKL di Kantor LBH Palembang yaitu
Universitas Islam Negeri (UIN) Palembang sebanyak 7 mahasiswa dengan 15
kali pertemuan dan Universitas Sriwijaya (UNSRI) sebanyak 17 mahasiswa
dengan 32 kali pertemuan. Dalam prakteknya, LBH Palembang tidak hanya
memberikan atau melibatkan peserta KKL dalam kerja-kerja kantor yang
hanya untuk memenuhi kebutuhan nilai yang disyaratkan oleh kampus,
akan tetapi mahasiswa KKL menjadi momentum bagi LBH Palembang untuk
melakukan proses kaderisasi.

Meskipun sebagian besar kegiatan KKL dilakukan secara daring karena
adanya Covid-19, namun materi-materi KKL yang diberikan merupakan
materi penting seperti pengenalan YLBHI-LBH Palembang, bantuan hukum
dan konsep Bantuan Hukum Struktural, kondisi sosial dan politik, serta
meteri-materi ketrampilan dalam pemberian bantuan hukum kepada
masyarakat. kemudian dengan segala keterbatasan, peserta KKL juga
diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses advokasi dan kegiatan
yang dilaksanakan LBH Palembang.

Dengan materi-materi dan kesempatan yang diberikan tersebut, diharapkan
tidak hanya akan menanbah pemahaman tentang bantuan hukum dan
terbangun sikap kritis para peserta KKL, akan tetapi dapat menjadi mahnet
untuk menarik mereka kembali datang untuk menjadi PBH pada Kantor
LBH Palembang.

BAGA BANTUAN HUKUM INDONESI

72N 40U PALEMBAN
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3. REKRUTMEN ASISTEN PENGABDI BANTUAN HUKUM DAN
PERUBAHAN STRUKTUR LBH PALEMBANG

Walaupun pada tahun 2020 LBH Palembang berada pada kondisi yang
kurang ideal terutama dibidang pendanaan, dengan segala pertimbangan
pada bulan Desember 2020 LBH Palembang merekrut satu orang alumni
Kalabahu 2019 dan telah melalui proses magang menjadi Asisten PBH dan
tiga Asisten PBH yang sebelumnya diangkat menjadi PBH LBH Palembang.
Rekrutmen dan pengankatan ini tidak terlepas dari kebutuhan kerja-kerja
advokasi (Litigasi dan Non Litigasi) serta percepatan kaderisasi di LBH
Palembang.

Selain itu, pada akhir tahun 2020 LBH Palembang juga melakukan
perubahan jabatan personil di Kepala Divisi Hak Sipil Politik, Divisi Hak
Ekonomi Sosial dan Budaya, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan.
Dengan adanya rekrutmen dan pengankatan tersebut maka secara otomatis
terjadi perubahan struktur (Jabatan Personil) pada kepengurusan LBH
Palembang tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang kepada
PBH dan percepatan kaderisasi di LBH Palembang.

4. PENGEMBANGAN KAPASITAS PBH LBH PALEMBANG

Untuk peningkatan kapasitas PBH, LBH Palembang telah mengikutkan
beberapa PBH pada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan YLBHI atau
lembaga jaringan baik secara daring maupun tatap muka. Pelatihan-

pelatihan yang diikuti PBH LBH Palembang sepanjang tahun 2020 adalah :

e Pelatihan Hukum Kritis terkait dengan Hukum Agraria dan Sumber
Daya Alam. dilaksanakan tanggal 24-28 Februari 2020 dan diikuti oleh
1 PBH LBH Palembang secara ofline.

e Pelatihan Kausalitas, dilaksanakan secara online oleh YLBHI tanggal
12, 19, 26 Juli 2020 dan 3 Juli 2020. LBH Palembang mengikutkan 4
PBH pada pelatihan ini.

e Pelatihan Digital Funrising, dilaksanakan secara online oleh YLBHI
tanggal 25 Juni 2020. Pada pelatihan ini LBH Palembang
mengikutsertakan 3 PBH.

e Pelatihan Untuk Pelatih Pendidikan Paralegal, dilaksanakan secara
online pada tanggal 4-6 Oktober 2020 oleh EPISTEMA Institute. Pada
pelatihan ini LBH Palembang mengikutsertakan 3 PBH.
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e Pelatihan Kebersihan Digital OMS Indonesia, dilaksanakan secara
online pada tanggal 18-24 November 2020 oleh YLBHI. Pada pelatihan
ini LBH Palembang mengikutsertakan 5 PBH.

Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan PBH LBH
Palembang memiliki serta dapat meningkatkan pengetahuan yang
selanjutnya dapat menginternalisasikan serta mentransformasikan
pengetahuan yang didapat tersebut untuk kerja-kerja maupun suporting
kerja-kerja bantuan hukum struktural yang dilaksanakan LBH Palembang.

5. PENGEMBANGAN MEDIA KAMPANYE.

Kampanye merupakan salah satu kegiatan yang menjadi bagian penting
dalam advokasi bagi LBH Palembang. Untuk itu pengembangan media
kampanye menjadi salah satu program kerja LBH Palembang tahuun 2020.
Seiring dengan perkembangan tekhnologi, kampanye juga dilakukan melalui
media sosial seperti facebook dan instagram. Pada tahun 2020 LBH
Palembang melakukan pengembangan media kampanye dengan
menggunakan website (Ibhpalembang.or.id). Sebenarnya kampanye melalui
website sudah terencana cukup lama, dan akun website sudah ada sejak
tahun 2019, namun karena daya dukung belum memadai sehingga website
baru bisa diaktifkan pada tahun 2020. Dengan adanya webside LBH
Palembang diharapkan dapat memberikan informasi hukum yang lebih
banyak kepada masyarakat dan dapat memperluas lingkup kampanye yang
dilaksanakan terutama dimasa pendemi Covid-19 dimana tatap muka tidak

dianjurkan.

6. PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian merupakan kegiatan untuk pengembangan organisasi
khususnya pengembangan basis jaringan pada tingkat masyarakat seperti
petani, buruh dan masyarakat perkotaan. Membangun basis jaringan pada
tingkat masyarakat lebih sering dilakukan LBH Palembang melalui

pendekatan kasus dan pendekatan program kegiatan.

Pada tahun 2020 telah terbangun basis jaringan pada tiga wilayah yaitu
basis petani di Desa Negeri Sakti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan
Komering Ilir, basis buruh di Kecamatan, Rawas Ilir dan Nibung Kabupaten
Musi Rawas Utara, dan basis masyarakat perkotaan (pedagang di RSU
Moehammad Hoesin) di Kota Palembang.
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DATA PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN HUKUM TAHUN 2020

1. PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM MELALUI
PROGRAM BANTUAN HUKUM YANG DISELENGGARAKAN

PEMERINTAH TAHUN 2020

Jumlah Permohonan 59

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN

N

I
.
=T

2. PENANGANAN PERKARA MELALUI PROGRAM BANTUAN HUKUM
YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH

PN PALEMBANG - 3

PN SEKAYU - 3

e I 3+

PA SEKAYU - 6
PA PKL BALAI - 8
KEPOLISIAN - 5
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